
 

 

 
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

  PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 

 

NOMOR   14  TAHUN 2017 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH   

NOMOR 2 TAHUN 2012 

TENTANG PAJAK RESTORAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 

Menimbang  :   a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang penting guna membiayai 

pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan 

kemandirian daerah; 

   b. bahwa seiring dengan perkembangan dan untuk 

menyesuaikan tingkat pertumbuhan perekonomian 

dan pembangunan, dipandang perlu melakukan 

perubahan besaran tarif pajak restoran 

sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 

Tahun 2012;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b  perlu 

menetapkan Peraturan Daerah  tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak 

Restoran.  

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 

II di Kalimantan  sebagai Undang-undang ( 

Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820 ) ; 



2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( 

Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3209 ); 

3. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 

Pengelolaan Kepariwisataan ( Lembaran Negara 

Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3699 ); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang 

Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3261); 

5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang 

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran 

Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3684); 

6. Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ( Lembaran 

Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3686 ); 

7. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 

1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3821); 

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4189); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 



Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049);   

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 

tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana    (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 

); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, 

Tambahan lembaran Negara Nomor 5161);  

17. Peraturan Pemerintah  Nomor 55 Tahun 2016 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5950); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 



Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua  

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu 

Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Perangkat Daerah. 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 

dan 

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI 

TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK 

RESTORAN. 

 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 Nomor 02) diubah sebagai 

berikut; 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5 diubah dan diantara 

angka 4 dan angka 5, angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 angka baru 

yaitu angka 4 A dan angka 8A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut: 



Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu sungai Tengah. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai  unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah 

otonom. 

3. Bupati  adalah Bupati Hulu Sungai Tengah. 

4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah . 

4A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan 

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah. 

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah . 

6. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau tindakan apapun 

dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha 

untuk tujuan memperoleh keuntungan dan /atau laba. 

7. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

restoran. 

8.  Restoran adalah Fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman 

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, 

cafetaria, kantin,warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa 

boga/katering. 

8A. Omzet adalah seluruh jumlah uang yang didapat  dari hasil 

penjualan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender namun 

belum dikurangi dengan biaya harga pokok produksi dan beban 

(gaji, tagihan, listrik, dan  biaya lainnya). 

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang dapat 

dikenakan Pajak 

10. Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 

pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak 

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah; 

11. Masa pajak adalah jangka 1 (satu) bulan kalender atau jangka 

waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) 

bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib pajak untuk 

menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang  

12. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu 

saat, dalam Masa pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian 



Tahun Pajak sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah; 

13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek pajak atau 

retribusi,penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang 

sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak 

atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetornya. 

14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan  untuk 

melaporkan perhitungan dan/atau  pembayaran Pajak, objek pajak 

dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan 

daerah; 

15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, 

adalah Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah 

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 

dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Bupati.  

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD,  

adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 

pokok pajak yang terhutang. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 

disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan 

besarnya jumlah pokok pajak,  jumlah kredit pajak, jumlah 

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 

administratif,dan jumlah pajak yang harus dibayar;   

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 

selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan pajak yang 

menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan; 

 

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal  2 

 

(1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap 

pembayaran pelayanan di restoran. 

(2) Obyek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. 

(3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) meliputi: pelayanan penjualan makanan dan/atau 

minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat 

pelayanan maupun ditempat lain. 



(4)  Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang 

omzetnya sampai dengan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah ) 

perbulan. 

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, dan ayat (3) 

diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat baru   (2a) 

sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 5 

 

(1) Besaran Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) 

dari omzet. 

(2) Dihapus 

(2a) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif 

Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) dengan Dasar 

Pengenaan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pemungutan diatur dengan  

Peraturan Bupati. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

                      Ditetapkan di Barabai 

                                    pada tanggal 30 Oktober 2017 
 

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 

ttd 

H. ABDUL LATIF 

 

Diundangkan di Barabai 

pada tanggal 30 Oktober 2017 

       PLT. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 

 ttd 

              H. AKHMAD TAMZIL 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017 

NOMOR 14 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI 

TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 150/2017         

 

 


